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RINGKASAN

FAKHRI RHAMADIAN HIDAYAT. Efektivitas Implementasi Kebijakan
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di KPH Bandung Selatan. Dibimbing oleh
BAHRUNI dan SONI TRISON

Perhutanan sosial merupakan program pengelolaan hutan lestari bersama
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan usaha dalam kelompok
perhutanan sosial, kebijakan dan kelembagaan tingkat tapak, serta berkaitan dengan
multi-pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan
merumuskan opsi peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pengembangan
iisaha dalam program perhutanan sosial di KPH Bandung Selatan. Pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan
menggunakan Kkusioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan
menggunakan pendekatan analisis pemangku kepentingan dari Reed et al. (2009)
dan pendekatan metode efektivitas implementasi kebijakan dari Grindle (1980).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemangku kepentingan ditinjau
berdasarkan kepentingan dan pengaruh dibagi dalam 4 kuadran, yaitu Subjects, Key
player, Context setter, dan Crowd. Peran pemangku kepentingan di lapangan dalam
implementasi aktivitas pengembangan usaha besar pengaruhnya dari mandat
kebijakan. Sehingga instansi pemerintah yang memiliki kepentingan program
memiliki pengaruh dalam pengembangan usaha. Hasil menunjukkan pemangku
kepentingan yang dimandatkan kebijakan memiliki kepentingan terhadap
kelompok mendapat hasil yang tinggi pada analisis pemangku kepentingan/ analisis
stakeholder, namun belum memberikan pengaruh dalam peningkatan
pengembangan usaha pada kelompok. Selain itu implementasi kebijakan dalam
kegiatan pengembangan usaha analisis berdasarkan dua komponen vyaitu, isi
kebijakan dan lingkungan implementasi. Implementasi pengembangan usaha
dinilai belum efektif dengan ditemukan beberapa faktor yaitu (1) keterbatasan
kapasitas SDM pemangku kepentingan maupun individu dalam KUPS, (2) Modal
Sosial belum dibangun, (3) lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok, (4)
distribusi SDM pendamping terbatas, (5) keterbatasan modal dan (6) jaringan akses
modal. Elaborasi antara aksi pemangku kepentingan dengan mandat kebijakan
perlu dilakukan, serta didukung dengan kapasitas yang sesuai.

Kata kunci: perhutanan sosial, kebijakan perhutanan sosial, pengembangan usaha,
analisis stakeholder
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SUMMARY

FAKHRI RHAMADIAN HIDAYAT. Effectiveness of The Implementation of
Business Development Policy in Social Forestry in FMU South Bandung.
Supervised by BAHRUNI and SONI TRISON

Social forestry is a sustainable forest management program with the
community to improve welfare and balance the environment. Increasing
community welfare is related to the efforts of social forestry groups, policies and
institutions at the location level, as well as related to multi-stakeholder
implementation. This research aims to formulate options to increase the
effectiveness of implementing business development policies in the social forestry
program at KPH South Bandung. Data collection was carried out by in-depth
interviews using questionnaires. Data analysis was carried out descriptively using
the stakeholder analysis approach from Reed et al. (2009) and Grindle's approach
(1980) for policy implementation effectiveness method.

The research results show that the role of stakeholders is reviewed based on
interests and influence divided into 4 quadrants, namely Subjects, Key players,
Context setters, and Crowd. The role of stakeholders in the field in implementing
business development activities is greatly influenced by policy mandates. So that
government agencies that have program interests have influence in business
development. The results show that stakeholders who are mandated by policy to
have an interest in the group have obtained high results in stakeholder analysis, but
have not had an influence in increasing business development in the group. Apart
from that, policy implementation in business development activities is based on two
components, namely, policy content and implementation environment. The
implementation of business development is considered to be ineffective with
several factors found, namely (1) limited human resource capacity of stakeholders
and individuals in KUPS, (2) Social Capital has not been built, (3) weak
institutional capacity of groups, (4) limited distribution of accompanying human
resources, (5) capital limitations and (6) capital access network. Elaboration
between stakeholder actions and policy mandates needs to be carried out, and
supported by appropriate capacity.

Keyword: social forestry, social forestry policy, business development, stakeholder
analysis
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